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BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KAEUPATEN ACEH BARAT DAYA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2021
BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dalam rangka nelaksanaan pembangunan daerah
Kabupaten Aceh Barat Dayva sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. perlu menetapkan Rencana Kerja
Pembangunan Kabupate1 (RKPK) Aceh Barat Daya Tahun
2021;

bahwa berdasarkan Koputusan Gubernur Aceh Nomor
050/915/2020 tentang M:netapan Pagu Indikatif Program dan
Kegiatan Yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonom Khusus Aceh
Tahun Anggaran 202]. telah ditetapkan Pagu Indikatif
Program dan Kegiatan Y:ng Bersumber dari Tambahan 1Dana
Bagi Hasil Minyak dan (iis Bumi serta Dana Otonom Khusus
Aceh Tahun Anggaran 2021, diantaranya untuk Kabupaten
Aceh Barat Daya;

bahwa berdasarkan perti:mnbangan sebagaimana pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tenfang
Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat
Daya Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor < Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Aceh Barai [Daya, Kabupaten Gayo Lues,
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomeor 17,
Tambahan Lembaran nMegara Republik Indonesia Nomor
4179);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembanguian Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerirtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 Nowmor
126, Tambahan Lembara-1 Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633),
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Repub!ilk Indonesia Tahun 2007 Nomeor 36,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia Nomor
4703},

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaiman: telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemeriniahan Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tatun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679});

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk Kedua Kalinya Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 2i Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonsei:r Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Peren-:anaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tenta'g Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Me¢nengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonseia Tahun
2017 Nomer 1312);

Peraturan Menteri Dala:n Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuargan Daerah (Berita Negara Repuhlik
Indonseia Tahun 2019 No nor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun
2016 tentang Tindak Lanjul Peraturan Pemerintah Nomo 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

Qanun Aceh Nomor ¢ Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 9);

Qanun Aceh Nomor 1 Taliun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Qanun Aceh Nomo: 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran



Menetapkan

Aceh Tahun 2018 Nomor 7. Tambahan Lembaran Aceh Nomor
102);

16. Peraturan Gubernur Aceb Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-
2022 (Berita Daerah Acch Tahun 2018 Nomor 16);

17. Peraturan Gubernur Acch Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelclaan Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi :lan Dana Otonomi Khusus (Berita
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

18. Peraturan Gubernur Acch Nomor 42 Tahun 2020 Tentang
Rencana Kerja Pemerintat Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah
Aceh Tahun 2020 Nomor <+ {});

19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten
(RTRWK) Aceh Barat iiava Tahun 2013-2033 (Lembaran
Daerah Kabupaten Aceh Iiarat Daya Tahun 2013 Nomor 17);

20. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2005-2025;

21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh
Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas QJanun Kabupaten Aceh Barat Daya
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122j;

22, Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangzunan Jangka Menengah Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten
Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 131);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2021.

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimalsud dengan :

1.
2.

G o

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintahan;

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya;

Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;

. Sekretaris Daerah yvang sclanjutnya disingkat Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat Bappeda
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Aceh Barat Daya;

. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
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(3)

(4)

(2)

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah
tersebut;

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya

disingkat APBK adalal rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRK, dan ditetzpkan dengan ganun;

. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya

disingkat PPKK adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Kabupaten yang mempuny:i tugas melaksanakan pengelolaan
APBK dan bertindak sebagat Bendahara Umum Daerah;

Satuan Kerja Perangkat Kasupaten yang selanjutnya disingkat
SKPK adalah perangkat Kakupaten pada Pemerintah Kabupaten
selaku Pengguna Anggaran/13arang;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang
selanjuinya disingkat RPJWK adalah dokumen perencanaan
untuk periode 5 {lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten, yvang selanjutnya
disingkat RKPK adalah dok.1men perencanaan untuk periode 1
(satu) tahun atau disebut Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah.

'agsal 2

RKPK merupakan dokumen visi, misi dan program Bupati vang

ditetapkan dalam RPJMK ke dalam program dan kegiztan

Pembangunan Tahunan Kaliupaten.

RKPK sebagaimana dimalsud pada ayat (1) menguraikan

Program dan Kegiatan yang ikan dilaksanakan pada tahun 2021

yang diusulkan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten (APBI)serta yang diusulkan melalui Dana Otonomi

Khusus Aceh.

RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

Babl : Pendahuluan.

Bab Il : Gambaran Umum &ondisi Daerah.

Bab III : Kerangka Ekonori Daerah dan Kebijalkan Keuangan
Daerah.

Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.

Bab V : Rencana Kerja dar Pendanaan Daerah.

Bab VI : Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah.

Bab VII : Penutup.

Rincian RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan
RKPK sebagaimana dimaksud Pasal 2.

RKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kabupaten,
rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah.




Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berla<u pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuir ya. memerintahkan pcngundnn::an
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie

pada tanggal 2020 M
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WUPATI ACW’A, f

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 414 Agusbu 2020 M
zqy;daﬁmw 441 H
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